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Abstract: This article aims to examine the similarities and differences in Ibn Kathīr and Amina 

Wadud’s interpretations of inheritance rights between women and men using a muqarran inter-

pretation approach. Ibn Kathīr as an interpreter of mutaqaddimin and Amina Wadud are Mus-

lim feminists who are critical of the issue of women’s rights, especially inheritance rights in Islam. 

In the Qur’an surah al-Nisā’ [4]: 11-12, Ibn Kathīr interprets that the share of a son is the same 

as that of two daughters and the remaining third of the inheritance becomes a mandatory will. 

Meanwhile, Amina believes that women have equal inheritance rights to men. The distribution 

of inheritance between men and women must comply with the principles of benefit and justice. 

In addition, without any restrictions on which heirs, the remaining third of the wealth can be 

inherited without reducing the distribution of the remaining wealth. This rule is quite flexible, 

and the most important thing is to fulfill the principle of justice. 
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Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menelaah persamaan dan perbedaan penafsiran Ibn Kathīr 

dan Amina Wadud tentang hak waris antara perempuan dan laki-laki dengan pendekatan tafsir 

muqarran. Ibn Kathīr sebagai penafsir mutaqaddimin dan Amina Wadud adalah feminis mus-

lim yang kritis terhadap persoalan hak-hak perempuan khususnya tentang hak waris dalam Is-

lam. Dalam Qur’an surah al-Nisā’ [4]: 11-12, Ibn Kathīr menafsirkan bahwa bagian seorang 

anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan bagian sisa warisan sepertiga 

menjadi wasiat wajibah. Sedangkan Amina berpendapat bahwa perempuan memiliki hak waris 

yang setara dengan laki-laki. Pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan harus me-

menuhi asas manfaat dan keadilan. Selain itu,  tanpa ada pembatasan kepada ahli waris mana, 

sisa sepertiga dari kekayaan dapat diwariskan dan tanpa mengurangi pembagian kekayaan si-

sanya. Aturan ini cukup fleksibel, dan yang terpenting adalah memenuhi asas keadilan. 

Kata Kunci: Hak Waris; Ibn Kathīr; Amina Wadud. 

 

 

Pendahuluan 

Secara empiris al-Qur’an merupakan suatu naskah teks, sebagai suatu kitab yang 

menggunakan sarana komunikasi bahasa. Perlu dipahami, bahwa al-Qur’an berbeda 

dengan teks sastra maupun teks lainnya. Hal ini dikarenakan adanya sifat hakikat 

bahasa yang termuat dalam al-Qur’an mempunyai perbedaan fungsi dan bahasa. 

Perbedaan ini dapat dicermati pada hakikat makna, fungsi bahasa al-Qur’an yang 

khas, universal, dan mengatasi ruang dan waktu.1 

Secara teks memang al-Qur’an tidak berubah, tetapi penafsiran atas teks akan 

selalu mengalami perubahan, berdasarkan konteks dan waktu manusia. Oleh karena 

itu, al-Qur’an senantiasa terbuka untuk dianalisis, dipersepsi, dan diinterpretasikan 

dengan berbagai alat, metode, dan pendekatan untuk menguak isi sejatinya.2  

Di antara persoalan hukum personal Islam yang menarik untuk terus dilakukan 

pengkajian adalah hukum waris. Sejak awal kemunculannya merupakan satu risalah 

yang membebaskan dari sebuah tatanan hukum waris masyarakat sebelum Islam. 

Fenomena pewarisan pada saat itu sangat kental dengan budaya komunalisme yang 

mengabaikan nilai-nilai keadilan. Agenda besar inilah yang dihadapi oleh Islam pada 

masa awal yaitu mengubah budaya komunalisme menjadi individualisme.3   

Tradisi perpindahan harta pusaka (kepemilikan) sebelum QS. al-Nisā’ [4]: 11 

menganut ketentuan “aneh”,4 misalnya anak kecil yang masih tergolong belum de-

wasa dan pihak perempuan dilarang untuk menerima harta warisan. Mereka ber-

pendapat bahwa anak kecil yang masih dalam kategori belum dewasa dan pihak per-

empuan adalah sebagai keluarga yang belum bahkan tidak pantas menjadi ahli 

waris.5 Bahkan beberapa di antara mereka beranggapan bahwa janda dari orang-

orang yang telah mati dianggap harta peninggalan yang dapat diwariskan  kepada 

ahli waris yang lain (termasuk anak si pewaris).6 
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Kehadiran al-Qur’an pada saat itu mampu memberi perubahan yang sangat rev-

olusioner. Hal itu dapat dilihat dalam ayat-ayat hukum waris yang paling rinci 

dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lain di dalam al-Qur’an.7 Allah berfirman 

dalam Qur’an surah al-Nisā’ [4]: 11. 

نَّ نِسَاءًۤ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ  
ُ
يَيْنِۚ  فَاِنْ ك

َ
نْث
ُ
ا
ْ
 حَظ ِ ال

ُ
رِ مِثْل

َ
ك مْ لِلذَّ

ُ
ادكِ

َ
وْل
َ
ُ فِيْْٓ ا

مُ اللّٰه
ُ
ثَا مَا  يُوْصِيْك

ُ
هُنَّ ثُل

َ
فَل

ا تَرَكَ اِنْ   دُسُ مَِِّ نْهُمَا السُّ ِ وَاحِدٍ م ِ
 
بَوَيْهِ لِكُل

َ
صْفُۗ  وَلِا هَا الن ِ

َ
انَتْ وَاحِدَةً فَل

َ
هٗ  تَرَكَۚ  وَاِنْ ك

َ
انَ ل

َ
ك

ا
َ
فَاِنْ ك ثُۚ  

ُ
ل الثُّ هِ  م ِ

ُ
فَلِا بَوٰهُ 

َ
ا وَرِثَهْٗٓ  دٌ وَّ

َ
وَل هٗ 

َّ
ل نْ 

ُ
يَك مْ 

َّ
ل فَاِنْ  دٌۚ  

َ
بَعْدِ  وَل مِنْْۢ  دُسُ  السُّ هِ  م ِ

ُ
فَلِا اِخْوَةٌ  هْٗٓ 

َ
ل نَ 

مْ نَفْعًاۗ  فَ 
ُ
ك
َ
قْرَبُ ل

َ
هُمْ ا يُّ

َ
ا تَدْرُوْنَ ا

َ
مْۚ ل

ُ
بْنَاۤؤكُ

َ
مْ وَا

ُ
بَاۤؤكُ

ٰ
وْ دَيْنٍۗ  ا

َ
وْصِيْ بِهَآْ ا ةٍ يُّ ۗ  اِنَّ  وَصِيَّ ِ نَ اللّٰه رِيْضَةً م ِ

انَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا 
َ
َ ك  اللّٰه

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. 

Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, 

dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per-

tiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia 

memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 

satu per enam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai 

anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-

bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempu-

nyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat satu per enam. (Pembagian-pemba-

gian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah 

dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak menge-

tahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini 

adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bi-

jaksana.8 (QS. al-Nisā’: 11). 

Ketentuannya secara eksplisit maupun implisit mengakomodasi kepentingan ke-

lompok-kelompok yang sebelumnya diabaikan hak-haknya, yaitu dengan memasuk-

kan pihak perempuan (utamanya ibu, istri, anak perempuan bahkan saudara per-

empuan di dalam kondisi tertentu) untuk berhak memperoleh warisan.9 Rumusan 

dalam ayat-ayat di atas terlihat sangat rinci dan cukup ideal sebagai hukum waris, 

menjelaskan secara jelas dan komprehensif tentang tata cara pembagian waris terma-

suk siapa saja golongan ahli waris, bagian setiap individu, sebab-sebab kewarisan dan 

hal-hal yang menghalangi atau mengurangi penerimaan harta warisan.  

Hukum al-Qur’an tersebut mampu menggantikan tradisi hukum lain seperti 

hukum Yahudi ataupun Romawi, dan hukum adat bangsa Arab sebelum datangnya 

Islam yang tidak memedulikan hak perempuan untuk memperoleh hak waris.10 Hal 

itu menunjukkan adanya cerminan sejarah dari sifat materialistis manusia. Selain 
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adanya social engineering atau rekayasa sosial terhadap sistem-sistem hukum yang 

berlaku pada masyarakat sebelum datangnya Islam.11 

Perjalanan sejarah membawa dampak pada semua aspek kehidupan manusia. Sa-

lah satu penyebabnya adalah terjadinya pergeseran nilai. Hal-hal yang sebelumnya 

dianggap ideal, sakral dan dogmatis, mulai diperdebatkan kembali. Begitu juga 

yurisprudensi Islam pun mengalami berbagai dinamika yang cukup signifikan sam-

pai saat ini.12 Terutama wilayah tafsir dan fikih dituntut harus aplicable dalam 

menghadapi perubahan zaman. Kecenderungan (tren) pemikiran yang berkembang 

saat ini adalah bahwa syari’ah dianggap hukum yang bersifat situasional, bukan lagi 

dipahami sebagai sesuatu yang transendental dan harus diaplikasikan secara kreatif 

dalam beragam situasi yang selalu berubah.13 Hukum waris dalam Islam pun tidak 

luput dari sorotan yang cukup tajam. Beberapa pihak telah melakukan telaah ulang 

terutama dalam perspektif gender dan feminisme.14 

Ibn Kathīr  dalam Lubāb al-Tafsīr mengatakan bahwa syariat Tuhan dalam ayat 

waris memerintahkan untuk berbuat adil kepada laki-laki dan perempuan, mes-

kipun bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Hal itu dikarenakan 

laki-laki memiliki tanggung jawab pemenuhan nafkah, kebutuhan, serta 

perdagangan. Oleh karena itu, sangat sesuai jika pada zaman tersebut kaum laki-laki 

diberikan bagian dua kali lipat lebih besar daripada yang diberikan kepada per-

empuan.15   

Antusiasme para feminis untuk melakukan reinterpretasi terhadap penafsiran-

penafsiran sebelumnya tentang hukum waris berkeyakinan bahwa ajaran Islam 

secara universal sangat menjunjung persamaan dan keadilan dalam berbagai aspek 

kehidupan. Penegakan nilai-nilai tersebut dalam semua aspek ajaran agama sampai 

kapan pun adalah sebuah keniscayaan.  

Salah seorang feminis muslim yang kritis terhadap persoalan waris dalam Islam 

adalah Amina Wadud. Ia adalah seorang guru besar program studi agama di Virginia 

Commonwealth University (VCU) Amerika Serikat. Ia mengemukakan bahwa kon-

sep pembagian waris harus menekankan pada dua hal pokok, yaitu:   

1) Kelompok perempuan, betapa pun jauh hubungan kekeluargaannya harus 

mendapat bagian.  

2) Semua pembagian warisan antara kerabat yang ada haruslah bersifat adil. 

Keadilan itu bukan hanya soal nominalnya saja, melainkan pada manfaat 

harta warisan bagi orang yang ditinggalkan. Dengan memperhatikan 

manfaat harta warisan bagi penerimanya ini, tentunya bagian laki-laki tid-

aklah harus selalu lebih besar dari yang diterima perempuan.16  

Berdasarkan pandangan tersebut, Amina berpendapat adanya kebebasan pemba-

gian dari sepertiga harta tanpa memandang siapa dan golongan mana pun dari ahli 

waris, dengan tanpa mengurangi sisa pembagian dari bagian-bagian yang lainnya. 
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Menurutnya, dengan cara berpikir demikian dan berdasarkan “semangat” pemba-

gian warisan yang dijelaskan oleh al-Qur’an, hukum waris sangat fleksibel, bisa beru-

bah dan yang paling penting adalah dapat memenuhi rasa manfaat dan keadilan.17 

Karena gencarnya arus feminisme tersebut, para pemikir muslim kontemporer 

kemudian menelaah kembali hukum Islam. Dari penelaahan tersebut akhirnya dapat 

disimpulkan bahwa yang salah bukanlah al-Qur’annya, akan tetapi penafsirannyalah 

yang keliru. Mereka pun berusaha untuk menafsirkan ulang ayat-ayat al-Qur’ân 

yang berkaitan dengan perempuan. Dari situlah kemudian muncul berbagai macam 

produk penafsiran baru yang sangat beragam. Produk-produk tafsir baru ini me-

mang rata-rata sangat emansipatoris, humanis dan populis. Namun sayangnya, 

penafsiran yang mereka lakukan sering kali tidak ditopang oleh metode dan kaidah 

penafsiran yang benar sebagaimana yang telah disepakati para ulama. Atau dengan 

bahasa yang lebih ekstrem, mereka sering kali menyeret maksud al-Qur’an dari mak-

sudnya yang sebenarnya hanya demi tujuan agar al-Qur’an bisa tampil populer di 

era emansipasi ini dan tidak terkesan ketinggalan jaman.18 

Tafsir kontemporer seperti ini mulai muncul berkenaan dengan istilah  pemba-

haruan yang sangat gencar yang dipopulerkan oleh beberapa ulama yang 

menginginkan Islam sebagai agama yang sudah sejak 14 abad silam. Pemahaman al-

Qur’an yang terkesan “jalan di tempat”19 ini sungguh menghilangkan ciri khas al-

Qur’an sebagai kitab yang sangat sempurna dan komplit sekaligus dapat menjawab 

segala permasalahan klasik maupun modern.20 

Jauh sebelumnya Muhammad Abduh dalam pemikirannya mengandung unsur 

tajdīd. Dalam sebuah kesempatan studinya bersama gurunya di Mesir Sayyid Jamāl 

al-Dīn al-Afghānī menyatakan reformasi terhadap metode klasik menuju metode 

modern.21 Ada dua poin penting dalam seruan Muhammad Abduh tentang 

penafsiran modern (kontemporer) yaitu: pertama, membebaskan pikiran manusia 

dari belenggu taqlid; dan kedua, mereformasi susunan bahasa Arab dalam 

redaksinya.22 

Di antara permasalahan kewarisan yang perlu mendapat kajian dan pemikiran 

kritis adalah berkenaan dengan kedudukan dan hak anak perempuan dalam hukum 

kewarisan. Inti persoalannya menyangkut dengan kedudukan anak perempuan 

ketika ia mewarisi bersama-sama dengan saudara atau bersama-sama dengan paman 

dan juga apakah anak perempuan dapat menghabiskan seluruh harta atau hanya 

mendapat 1/3 bila anak perempuan itu sendiri dan mendapat 2/3 apabila anak per-

empuan tersebut dua orang atau lebih dan kepada siapakah sisa harta warisan itu 

diberikan apabila tidak ada ahli waris lain yang berkedudukan sebagai ‘asabah. 

Artikel ini menggunakan metode analisis komparatif (muqarran) yang 
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mengkomparasikan penafsiran Ibn Kasir dari kalangan penafsir klasik dan Amina 

Wadud adalah penafsir dari kaum feminis yang hidup pada zaman yang berbeda. 

Metode Tafsir Muqarran adalah metode yang ditempuh seorang mufasir dengan 

cara mengambil sejumlah ayat al-Qur’an, kemudian mengemukakan penafsiran para 

mufasir terhadap ayat-ayat itu dan mengungkapkan pendapat mereka serta mem-

bandingkan segi-segi kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsir-

kan al-Qur’an. Ada pula yang mendefinisikan Metode Tafsir Muqarran ada-

lah  membandingkan ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki persamaan atau kemiripan 

redaksi, yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda, dan yang memiliki 

redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama. 

Metode analisis komparatif pada artikel ini adalah pendekatan dalam penelitian 

sosial dalam kasus penafsiran hak waris untuk membandingkan penafsiran Ibn 

Kathīr dan Amina Wadud serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pan-

dangan mereka. Metode ini sering digunakan untuk mempelajari perbedaan budaya, 

politik, ekonomi, dan sosial antara negara atau wilayah yang mempengaruhi latar 

belakang penafsiran keduanya. Adapun ruang lingkup pada artikel ini meliputi per-

bandingan ayat dengan ayat. 

Ibn Kathīr dan Metode Tafsirnya 

Nama lengkap Ibn Kathīr adalah Imād al-Dīn Abū al-Fidā Ismā’īl Ibn ‘Umar Ibn 

Kathīr al-Baṣri al-Dimisyqī. Dia lahir di kampung Majdīl, bagian dari kota Buṣa 

yang masih termasuk wilayah Damaskus. Ayahnya sendiri adalah penduduk Buṣra 

sedang ibunya berasal dari Majdīl.23 Para sejarawan berbeda pendapat mengenai ka-

pan tepatnya ibn Kathīr dilahirkan, akan tetapi semua perbedaan tersebut hanya 

berkisar antara tahun 700 H dan 701 H. Hal ini, dapat dilihat dari komentar al-

Dhahabi dan Ibn Hajar bahwa Ibn Kathīr dilahirkan tahun 700 H atau beberapa 

waktu setelahnya. Inilah pendapat yang rajih jika didasarkan pada biografi 

ayahnya.24 

Tafsir Ibn Kathīr dinilai sebagai salah satu tafsir yang paling baik dalam bidang 

tafsir. Bahkan menempati posisi kedua terbaik setelah tafsir al-Ṭabarī. Hal ini tidak 

terlepas dari manhaj Ibn Kathīr dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an itu sendiri.25 

Adapun metodologi yang digunakan oleh Ibn Kathīr bisa disimpulkan sebagai beri-

kut: 

a) Menafsirkan al-Qur’an dengan ayat 

b) Menafsirkan al-Qur’an dengan sunnah 

c) Menafsirkan al-Qur’an dengan asbāb nuzūl 

d) Menafsirkan al-Qur’an dengan riwayat/perkataan sahabat dan tabi’in. 

e) Menafsirkan al-Qur’an dengan pendapat para fuqahā’ dan mujtahidīn 

f) Menafsirkan al-Qur’an dengan sejarah dan kisah isra’iliyyāt. 
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g) Menafsirkan al-Qur’an dengan memperhatikan sisi kebahasaannya 

Amina Wadud dan Qur’an and Women 

Amina Wadud terlahir dengan nama Maria Teasley. Dia dilahirkan di Maryland, 

Amerika pada 25 September 1952.26 Nama orang tuanya tidak diketahui, namun 

bapaknya adalah seorang  pendeta yang taat. Dia mengakui tidak begitu dekat 

dengan ayahnya dan ayahnya tidak banyak mempengaruhi pandangannya. Dalam 

usianya 20 tahun dia mendapatkan  Hidayah. Ketertarikannya terhadap Islam, khu-

susnya dalam masalah konsep keadilan dalam Islam (jender), mengantarkannya un-

tuk mengucapkan dua kalimah syahadah pada hari yang ia namakan “Thanks giving 

day”, tahun 1972. I did not enter Islam with any eyes closed against structure and per-

sonal experiences of injustice that continue to exist. In my “personal transition, “most 

often called conversion, however, I focused with hope and idealism to find greater access 

to Allah as al-Wadūd, the Loving God of Justice.27 

 Ia adalah Guru Besar Studi Islam pada jurusan Filsafat dan Agama di Universitas 

Virginia Commonwealth Amerika Serikat. Amina adalah seorang warga Amerika 

keturunan Afrika-Amerika (kulit hitam). Menurut Charles Kurzman sebagaimana 

dikutip Aḥmad Baiḍāwī, Amina Wadud adalah keturunan Malaysia. Menurutnya 

tidak banyak diketahui mengenai latar belakang kehidupannya, latar belakang 

keluarga, sosial dan pendidikannya secara detail.28  

Amina menjadi seorang muslimah kira-kira akhir tahun 1970-an.29 Walaupun 

sebagai muslimah baru seperempat abad, tetapi ia sudah melakukan dan 

menghasilkan banyak hal tentang pemikiran keislaman kontemporer, yang tidak ka-

lah dengan pemikir-pemikir muslim kontemporer lain yang lebih dulu ada.  

Ia mengambil sebuah identitas pemikiran yang khas, yaitu sebagai seorang femi-

nis muslim. Menurut Charles Kurzman, ia banyak melakukan riset dan kajian ten-

tang konsep perempuan dalam al-Qur’an. Puncak dari eksplorasi pemikiran terse-

but, ia tuangkan dalam sebuah karya yang cukup fenomenal yaitu buku Qur’an and 

Women (1992). Hasil riset dan pemikirannya tidak diragukan, karena basic intel-

ektualnya didukung kemampuannya dalam menguasai beberapa bahasa, antara lain 

bahasa Inggris, Arab, Turki, Spanyol, Prancis dan German.30 

Amina termasuk tokoh feminis muslim yang cukup produktif, walaupun ia baru 

menulis dua karya ilmiah dalam bentuk buku, namun ia sudah banyak menulis 

puluhan bahkan ratusan dalam bentuk artikel yang dimuat dalam beberapa jurnal, 

seminar-seminar, dan beberapa proposal research (penelitian) dalam bidang per-

empuan, gender, agama, pluralisme dan kemanusiaan. Karya Amina Wadud yang 

paling monumental adalah Qur’an and Women: Rereading the Sacred Text from a 

Women’s perspective (Oxford University Press: 1999) dan Inside the Gender Jihad Re-

form in Islam (England: One World, 2006). Buku ini berisi 286 halaman.   
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Kedua buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa antara  lain:  

Persia oleh Nahid Shafiei, Belanda oleh Uitgeverij Bullaaq, Arab oleh Elham Abu 

Su’ud, Turki oleh Nazife Sisman dan Indonesia oleh Penerbit Pustaka. Bahkan buku 

Qur’an and Women: Rereading the Sacred Text from a Women’s Perspective pada tahun 

1994 pernah meraih  peringkat dalam daftar buku best-seller di koran al-Qalam Af-

rika Selatan. 

Amina Wadud adalah seorang pemikir kontemporer yang melakukan rekon-

struksi metodologis tentang penafsiran al-Qur’an agar menghasilkan sebuah 

penafsiran yang sensitif gender dan berkeadilan. Dengan gagasan yang kritis, ia juga 

berusaha mengaplikasikan metodologi yang  dibangunnya tersebut.31 

Kerangka dasar pemikirannya adalah bahwa al-Qur’an merupakan sumber 

tertinggi yang secara adil mendudukkan laki-laki dan wanita setara. Karena itu, 

perintah dan petunjuk Islam yang termuat dalam al-Qur’an mestinya diinter-

pretasikan dalam konteks historis yang spesifik. Khususnya dalam mengkaji 

bagaimana persepsi mengenai wanita terhadap penafsiran ayat-ayat al-Qur’an. 

Menurut pandangan Amina, ada beberapa hal yang harus diingat, yaitu:  

Pertama, tidak ada penafsiran yang benar-benar objektif. 

Selama ini tidak ada satu pun penafsiran yang benar-benar obyektif. Masing-mas-

ing ahli tafsir sering melakukan beberapa pilihan subyektif dan kadang-kadang tidak 

mencerminkan maksud dari nashnya.32 

Menurutnya kata  nafs  tidak maskulin maupun feminim, dan menjadi esensial 

dari setiap orang, laki-laki dan perempuan, begitu pula tidak disebutkan secara ek-

splisit bahwa perempuan diciptakan dari nafs Adam saja. Karena itu, kedudukan 

laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan adalah sama dan sederajat. Selain itu, 

tidak adanya pemahaman yang tunggal terhadap ayat-ayat al-Qur’an tersebut mun-

cul sejak ayat-ayat tersebut diturunkan dari waktu ke waktu.33 

Termasuk di antara para sahabat sebagai generasi yang paling dekat dengan Rasul 

sekalipun sering berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini 

juga sampai kepada ulama mufasirin pada periode-periode berikutnya. Maka tidak 

mengherankan bila kemudian muncul penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang 

makna yang terkandung dalam al-Qur’an. 

Kedua, Kategorisasi Penafsiran al-Qur’an. 

Penafsiran mengenai wanita, menurut Amina ada tiga kategori, yaitu  tradisional, 

reaktif dan holistik.34 

a) Tradisional  

Model tafsir ini menggunakan pokok bahasan tertentu sesuai kemampuan 

mufasirnya, seperti hukum, nahwu, sharaf, sejarah, dan tasawuf. Tafsir seperti ini 

bersifat atomistis, artinya penafsiran ini dilakukan atas ayat per-ayat dan tidak te-

matik sehingga pembahasannya terkesan parsial dan tidak ada upaya untuk 
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mengenali tema-tema dan membahas hubungan al-Qur’an dengan dirinya sendiri, 

secara tematis.35 

Pada model penafsiran tradisional ini menurut Amina Wadud adalah semuanya 

hanya ditulis oleh kaum laki-laki. Hal ini berarti bahwa subjektifitas laki-laki dan 

pengalaman laki-laki dimasukkan ke dalam tafsir mereka dan sementara wanita dan 

pengalaman wanita tidak dimasukkan (diabaikan), maka wajar bila kemudian tafsir 

yang muncul adalah menurut visi, perspektif, kehendak atau kebutuhan khas laki-

laki (patrinial).36 

b) Reaktif  

Tafsir model ini adalah sebagai reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah 

hambatan yang dialami wanita yang dianggap berasal dari al-Qur’an. Tujuan yang 

dicapai dan metode yang dipakai berasal dari cita-cita dan dasar pemikiran kaum 

feminis. Namun terkadang analisis yang dipakai tidak komprehensif dan sering me-

nyebabkan sikap egoisme wanita yang tidak sesuai dengan sikap al-Qur’an sendiri 

terhadap wanita. Kelemahan ini bisa ditekan bila mereka berpegang teguh pada kon-

sep pembebasan terhadap sumber utama dari ideologi dan teologi Islam.37 

c) Holistik   

Model tafsir ini merupakan penafsiran yang melibatkan banyak persoalan, sosial, 

moral, ekonomi dan politik modern, termasuk persoalan wanita yang muncul pada 

era modern.38 Satu unsur khas untuk menafsirkan dan memahami setiap nas adalah 

nas sebelumnya yang disusun oleh penafsir yang dipengaruhi oleh suasana bahasa 

dan budaya saat naṣ dibaca, maka hal tersebut tidak dapat dielakkan dan dihindari.39 

Pada posisi inilah Amina Wadud menempatkan diri dalam upayanya untuk 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. Dengan memasukkan pengalaman wanita dan 

membebaskan diri dari stereotip yang di bangun oleh mufasir laki-laki.40 

Menurut Amina Wadud betapa pentingnya analisis konsep wanita dalam al-

Qur’an jika diukur dengan perspektif ayat-ayat al-Qur’an sendiri, baik itu dalam 

kekuatan sejarah, politik bahasa, kebudayaan, pikiran dan jiwa maupun ayat-ayat 

Tuhan yang dinyatakan bagi seluruh umat manusia. Melalui pengkajian ulang ter-

hadap al-Qur’an berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, persamaan manusia 

dan tujuannya sebagai pedoman hidup.41 

Melalui kesadaran tersebut, Amina Wadud memberikan sebuah tawaran metode 

yang harus dipegangi ketika akan menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an terutama ayat-

ayat yang bias gender yang dikemasnya dalam tiga aspek penting, yaitu:  

a. The context in which the text was written (in the case of the Qur’an, in which it 

was revealed). (konteks saat nas} itu ditulis atau kaitannya dengan al-Qur’an 

adalah dalam konteks apa ayat tersebut diturunkan)  
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b. The grammatical composition of the text (how it says what it says) (Sebagaimana 

komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut, bagaimana pengungkapannya, apa 

yang dikatakannya)  

c. The Whole text, its (Weltanschaung or world-view)42 (Bagaimana keseluruhan 

teks (ayat), weltanschaung atau pandangan hidupnya.) 

Sebagai langkah teknis operasionalnya, ketika akan menafsirkan setiap ayat, yang 

harus dianalisis adalah:43   

a. In its context (dalam konteksnya)   

b. In the context of discussions on similar topic in the Qur’an (dalam konteks pem-

bahasan topik yang sama dengan al-Qur’an)  

c. In the light of similar language and syntactical structures used elsewhere in the 

Qur’an (menyangkut bahasa yang sama dan struktur sintaksis yang 

digunakan dalam seluruh bagian al-Qur’an)  

d. In the light of overidding Qur’anic principles (menyangkut sikap benar ber-

pegang teguh pada prinsip-prinsip al-Qur’an)  

e. Within the cotext of the Qur’anic Weltanshaung, or world-view (dalam konteks 

al-Qur’an sebagai weltanschauung atau pandangan hidup).44  

Korelasi antara pendekatan semantikal dan konteks sosial sudah lama disadari 

oleh para sarjana muslim yang kemudian melahirkan sekian judul mengenai tata 

bahasa Arab yang diharapkan dapat membantu untuk bisa menangkap pesan al-

Qur’an. Disiplin ilmu  balāgah, ma’āni dan bayān, secara khusus mengkaji kaitan 

antara pendekatan semantikal dan konteks sosial. Untuk memahami sebuah hadis 

misalnya, hendaknya juga harus dipahami gaya bahasa yang digunakan, konteks so-

sial dan psikologi Rasulullah serta kepada siapa ucapan itu ditujukan.  

Dengan metode tersebut, Amina ingin menangkap spirit dan ide-ide al-Qur’an 

secara utuh, holistik dan integratif hingga tidak terjebak pada teks-teks yang bersifat 

parsial dan legal formal. Hal ini penting karena problem penafsiran al-Qur’an 

sesungguhnya adalah bagaimana memaknai teks al-Qur’an yang terbatas dengan 

konteks yang tidak terbatas. Karena koteks selalu mengalami perkembangan, apalagi 

pada waktu yang bersamaan agar al-Qur’an menjadi relevan dengan perkembangan 

dan tuntutan zaman.  

Analisis Penafsiran Ibn Kathīr dan Amina Wadud tentang Hak Waris 

Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembagian waris yang akan dibahas 

dan dianalisis adalah 3 ayat dari surat al-Nisā’, yaitu ayat 11, 12 dan ayat 176. Se-

bagai berikut: 

1. QS. al-Nisā’ [4]:11 
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نَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَ 
ُ
يَيْنِۚ  فَاِنْ ك

َ
نْث
ُ
ا
ْ
 حَظ ِ ال

ُ
رِ مِثْل

َ
ك مْ لِلذَّ

ُ
ادكِ

َ
وْل
َ
ُ فِيْْٓ ا

مُ اللّٰه
ُ
ثَا مَا  يُوْصِيْك

ُ
هُنَّ ثُل

َ
ل

دُسُ مَِِّ  نْهُمَا السُّ ِ وَاحِدٍ م ِ
 
بَوَيْهِ لِكُل

َ
صْفُۗ  وَلِا هَا الن ِ

َ
انَتْ وَاحِدَةً فَل

َ
هٗ  تَرَكَۚ  وَاِنْ ك

َ
انَ ل

َ
ا تَرَكَ اِنْ ك

م ِ 
ُ
هْٗٓ اِخْوَةٌ فَلِا

َ
انَ ل

َ
ثُۚ  فَاِنْ ك

ُ
ل هِ الثُّ م ِ

ُ
بَوٰهُ فَلِا

َ
وَرِثَهْٗٓ ا دٌ وَّ

َ
هٗ وَل

َّ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َّ
دٌۚ  فَاِنْ ل

َ
دُسُ مِنْْۢ بَعْدِ وَل هِ السُّ

ا تَدْ 
َ
مْۚ ل

ُ
بْنَاۤؤكُ

َ
مْ وَا

ُ
بَاۤؤكُ

ٰ
وْ دَيْنٍۗ  ا

َ
وْصِيْ بِهَآْ ا ةٍ يُّ ۗ   وَصِيَّ ِ نَ اللّٰه مْ نَفْعًاۗ  فَرِيْضَةً م ِ

ُ
ك
َ
قْرَبُ ل

َ
هُمْ ا يُّ

َ
رُوْنَ ا

انَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا 
َ
َ ك  اِنَّ اللّٰه

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. 

Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; 

dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka 

ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu 

mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia di-

warisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang 

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 

(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 

kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana.45 

Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan turunnya QS. al-Nisā’ [4]: 10. Al-Ta-

bari memaparkan beberapa riwayat yang menjadi sebab langsung turunnya ayat 11, 

yaitu pengaduan istri Sa’ad kepada Nabi saw., karena saudara Sa’ad mengambil se-

luruh harta peninggalan dan tidak menyisakan barang sedikit pun untuk anak-anak 

perempuan Sa’ad. Peristiwa ini terjadi setelah perang Uhud. Riwayat lain menya-

takan bahwa ayat 11 ini turun berkenaan dengan pembatalan sistem kewarisan Arab 

Jahiliyah yang memberikan warisan hanya kepada anak laki-laki dewasa yang telah 

sanggup untuk berperang.46 

Adapun kalimat-kalimat yang menunjukkan bagian laki-laki atau perempuan, 

adalah: 

a) Pada kalimat الأنثيين حظ  مثل  للذكر  أولادكم  في  الله   Allah mensyariatkan) يوصيكم 

bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian 

seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan). Allah 

swt. memerintahkan manusia untuk berbuat adil kepada kaum perempuan. 

Karena dahulu orang-orang Jahiliyah memberikan seluruh harta warisan 

hanya untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Maka, Allah swt. memerintahkan 
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kesamaan di antara mereka dalam asal hukum waris dan membedakan bagian 

di antara dua jenis tersebut yaitu bagian laki-laki membutuhkan pemenuhan 

tanggung jawab nafkah, kebutuhan, serta beban perdagangan, usaha dan risiko 

tanggung jawab, maka sangat sesuai jika kaum maskulin diberikan dua kali 

lipat daripada yang diberikan kepada wanita.47 

b) Dalam firman Allah swt.   ترك ما  ثلثا  فلهن  اثنتين  فوق  نساء  كن  فإن  , diperolehnya 

bagian dua anak perempuan dua pertiga adalah diambil dari hukum bagian 

dua saudari perempuan dalam ayat terakhir surah al-Nisā’, karena di dalamnya 

Allah menetapkan saudari perempuan dengan dua pertiga. Apabila dua orang 

saudari perempuan mendapatkan dua pertiga, maka memberikan waris dua 

pertiga kepada anak perempuan jelas lebih utama. Sebagaimana pada penjela-

san pada asbāb nuzul.48 

c) Pada kalimat  وإن كانت واحدة فلها النصف (jika anak perempuan itu seorang saja, 

Maka ia memperoleh separuh harta), seandainya dua orang anak perempuan 

mendapatkan setengah harta, niscaya akan disebutkan pula dalam al-Qur’an. 

Dari pernyataan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa bilamana bagian anak 

perempuan disebutkan secara mandiri, maka hal tersebut menunjukkan 

bahwa 2 anak perempuan sama hukumnya dengan hukum 3 anak per-

empuan.49 

d) Dalam kalimat ولأبويه لكل واحد منهما السدس (dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan), ibu dan bapak 

memiliki beberapa keadaan dalam menerima warisan: 

1) Keduanya bergabung bersama anak-anak (jenazah), maka masing-masing 

memperoleh seperenam. Jika jenazah tidak meninggalkan ahli waris kecuali 

satu orang anak perempuan, maka bagi anak perempuan adalah setengah 

dan masing-masing ibu bapak mendapat seperenam, sedangkan bapak 

mendapat seperenam ‘asabah (sisa) lainnya. Sehingga bapak memiliki ba-

gian tetap dan ‘asabah. 

2) Dua ibu bapak adalah satu-satunya ahli waris, maka untuk ibu mendapat 

sepertiga, sedangkan bapak mendapatkan bagian sisanya (‘asabah murni). 

Dengan demikian, berarti bapak mengambil dua kali lipat dari ibu, yaitu 

dua pertiganya. Jika bersama keduanya terdapat suami atau Istri, maka 

suami mendapat setengah sedangkan Istri seperempat. 

3) Dua ibu bapak bergabung bersama beberapa orang saudara laki-laki, baik 

sekandung sebapak atau ibu. Mereka memang tidak mendapatkan warisan 

sekalipun jika bersama bapak, akan tetapi mereka telah menghalangi ibu 

memperoleh sepertiga menjadi seperenam. Maka, ibu memperoleh 

seperenam jika bersama mereka tidak ada ahli waris lainnya dan bapak 

mengambil sisa.50 
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e) Pada akhir ayat, فريضة من الله (ini adalah ketetapan dari Allah). Rincian warisan 

yang telah disebutkan pada kalimat sebelumnya dan pemberian bagian war-

isan yang “lebih banyak” kepada sebagiannya adalah suatu ketetapan hukum 

dan keputusan Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana yang me-

letakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya serta memberikan kepada setiap 

orang yang berhak sesuai dengan kadarnya. Untuk itu Allah menutup ayat ini 

dengan kalimat   إن الله كان عليما حكيما (sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana).51 

2. QS. al-Nisā’ [4]: 12 

بُعُ مَِِّ  مُ الرُّ
ُ
ك
َ
دٌ فَل

َ
هُنَّ وَل

َ
انَ ل

َ
دٌۚ  فَاِنْ ك

َ
هُنَّ وَل

َّ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َّ
مْ اِنْ ل

ُ
زْوَاجُك

َ
مْ نِصْفُ مَا تَرَكَ ا

ُ
ك
َ
نَ وَل

ْ
ا تَركَ

 
ُ
ك
َّ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َّ
تُمْ اِنْ ل

ْ
ا تَركَ بُعُ مَِِّ هُنَّ الرُّ

َ
وْ دَيْنٍۗ  وَل

َ
وْصِيْنَ بِهَآْ ا ةٍ يُّ دٌ مِنْْۢ بَعْدِ وَصِيَّ

َ
مْ وَل

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
دٌۚ  فَاِنْ ك

َ
مْ وَل

 
َ
وْرَثُ ك  يُّ

ٌ
انَ رَجُل

َ
وْ دَيْنٍۗ  وَاِنْ ك

َ
ةٍ توُْصُوْنَ بِهَآْ ا نْْۢ بَعْدِ وَصِيَّ تُمْ م ِ

ْ
ا تَركَ مُنُ مَِِّ هُنَّ الثُّ

َ
ةٌ فَل

َ
وِ امْرَا

َ
ةً ا

َ
ل
ٰ
ل

دُسُۚ فَ  نْهُمَا السُّ ِ وَاحِدٍ م ِ
 
خْتٌ فَلِكُل

ُ
وْ ا

َ
خٌ ا

َ
هْٗٓ ا

َ
ل ثِ مِنْْۢ وَّ

ُ
ل اۤءُ فِى الثُّ

َ
ثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَك

ْ
ك
َ
انُوْْٓا ا

َ
اِنْ ك

ُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌۗ  ۗ  وَاللّٰه ِ نَ اللّٰه ةً م ِ ۚ  وَصِيَّ ٍ
وْ دَيْنٍٍۙ غَيْرَ مُضَاۤر 

َ
وْصٰى بِهَآْ ا ةٍ يُّ  بَعْدِ وَصِيَّ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-

istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai 

anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 

dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para 

istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempu-

nyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para istri memperoleh seperdelapan 

dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau 

(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki mau-

pun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 

tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara per-

empuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 

seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka 

mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat 

olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada 

ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-

benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.52 

Ayat ini menyebutkan kata kalālah yang biasa disebut dengan ayat “musim 

panas”. Ayat itu memang turun pada saat musim panas. Kandungannya mengenai 

ketentuan pembagian warisan orang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan 

ahli waris utama, hanya meninggalkan saudara atau saudari seayah atau seayah seibu. 

Dikatakan demikian karena sebab turunnya ayat 176 ini mengenai pertanyaan Jabir 



240 | Nidaul Islam & Muhammad Patri Arifin 

DOI: 10.15408/ref.v22i2.31099 Refleksi, Vol 22, No 2 (2023) 

bin Abdullah pada ayat terakhir surat al-Nisā’ berkenaan dengan hubungan darah 

dari pihak ayah.53 

Dalam pembahasan lain, arti kalālah telah dijelaskan oleh Allah dalam Surah al-

Nisā’: 176, yaitu, jika seorang mati dengan tidak ada baginya anak (in imru’un ha-

laka laisa lahu walad) sehingga definisi itu baru jelas jika telah diketahui apa mak-

sudnya walad. Dalam QS. al-Nisā [4]:11, dijumpai bentuk jamak dari walad yaitu 

awlād bahwa yang dimaksud adalah anak laki-laki, mungkin anak perempuan, 

mungkin bergandengan kedua jenis anak-anak itu dan mungkin pula tidak, seperti 

dalam bagian kalimat fa in kunna nisa’an maka teranglah bahwa arti walad adalah 

setiap anak, boleh anak laki-laki, atau perempuan, sehingga arti kalalah dalam QS. 

al-Nisā [4]:11 dan 176 adalah keadaan seseorang yang mati dengan tidak memiliki 

keturunan.  

Asbāb al-nuzūl ayat di atas, dikemukakan oleh Aḥmad, Abū Dāwūd, al-Tirmidhī 

dan al-Ḥakim yang bersumber dari Jabir. Jabir berkata: “Istri Sa’id bin al-Rabī 

menghadap Rasulullah saw. Lalu berkata: “Ya Rasulullah, kedua anak perempuan 

saya ini adalah anak Sa’id bin ar-Rabi yang telah gugur sewaktu bersama engkau di 

perang Uhud. Dan sesungguhnya paman kedua anak perempuan itu mengambil 

harta bendanya dan tidak ditinggalkannya sedikit pun harta, sedangkan mereka su-

sah menikah kecuali mereka mempunyai harta benda”. maka beliau saw, bersabda: 

“Allah akan memberi keputusan hukum perkara itu”. Maka turunlah ayat warisan 

tersebut.54 

Dalam ayat di atas, bagian waris perempuan disebutkan dalam kalimat:  ولهن الربع

 Baik dalam .(para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan) مما تركتم

seperempat atau seperdelapan sama ketetapannya, apakah untuk satu istri, dua, tiga 

atau empat istri, maka mereka bersama-sama dalam bagian tersebut.55 

3. QS. al-Nisā’ [4]: 176 

هَا  
َ
فَل خْتٌ 

ُ
ا هْٗٓ 

َ
ل دٌ وَّ

َ
وَل هٗ 

َ
ل يْسَ 

َ
ل كَ 

َ
ةِۗ اِنِ امْرُؤٌا هَل

َ
ل
ٰ
ل
َ
ك
ْ
مْ فِى ال

ُ
يُفْتِيْك  ُ قُلِ اللّٰه نِصْفُ مَا  يَسْتَفْتُوْنكََۗ 

ا تَرَ  ثٰنِ مَِِّ
ُ
ل هُمَا الثُّ

َ
انَتَا اثْنَتَيْنِ فَل

َ
دٌۚ  فَاِنْ ك

َ
هَا وَل

َّ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َّ
انُوْْٓا اِخْوَةً تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآْ اِنْ ل

َ
كَۗ وَاِنْ ك

 ِ
 
ُ بِكُل وْاۗ  وَاللّٰه

ُّ
نْ تَضِل

َ
مْ ا

ُ
ك
َ
ُ ل نُ اللّٰه يَيْنِۗ يُبَي ِ

َ
نْث
ُ
ا
ْ
 حَظ ِ ال

ُ
رِ مِثْل

َ
ك نِسَاۤءً فَلِلذَّ ا وَّ

ً
جَال ِ

 شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ ر 
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi 

fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia 

tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi 

saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 

saudaranya yang laki-laki menguasai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia 

tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi 

keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika 
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mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka 

bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. 

Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu.56 

Pada kalimat النصف فلها  واحدة  كانت  -dan jika mereka-ahli waris terdiri dari) وإن 

saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak 

bagian dua saudara perempuan). Ini adalah hukum ‘aṣabah (sisa dari pembagian 

secara fariḍah) dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan saudara laki-

laki jika berkumpul dengan perempuan. Bagian laki-laki dalam keadaan ini adalah 

dua bagian dari perempuan.57 

Dari penafsiran Ibn Kathīr dalam ayat-ayat waris tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa Pada QS. al-Nisā’ [4]: 11, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 

dua orang anak perempuan. Kemudian pada QS. al-Nisā’ [4]: 12, hak waris suami 

sebanyak ½ dan Istri ¼. 

Berdasarkan pemahaman tersebut, para feminis mulai melakukan eksplorasi 

pemikiran dengan merekonstruksi penafsiran dan pemahaman terhadap berbagai 

persoalan warisan terutama yang bersumber dari tafsir-tafsir klasik. Mereka 

menganggap kehadiran agama pada satu sisi telah menjadi salah satu penyebab ketid-

akadilan gender, bahkan menjadi kambing hitam atas yang terjadinya pelanggengan 

ketidakadilan gender. Indikasi tersebut dapat dilihat dari model pemahaman, 

penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh kultur 

patriarki.58 

Sesuatu yang dianggap wajar apabila agama seakan-akan dipengaruhi berbagai 

pengalaman sejarah yang kental khas laki-laki (patriarki). Melihat fenomena terse-

but, perlu kiranya mempertajam persoalan dengan cara melakukan telaah kasus da-

lam Islam yang berkenaan dengan posisi ideal Islam dalam memosisikan perempuan. 

Al-Qur’an sebagai rujukan prinsip umat Islam, pada dasarnya mengakui dan men-

junjung tinggi kedudukan laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan dari satu  

nafs59 (living entity) di mana yang satu tidak memiliki keunggulan atas yang lain.60  

Dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Nisā’ [4]: 1.  

قَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْ 
َ
خَل احِدَةٍ وَّ نْ نَّفْسٍ وَّ مْ م ِ

ُ
قَك

َ
ذِيْ خَل

َّ
مُ ال

ُ
يُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّك

َ
ا  يٰٓا

ً
هُمَا رِجَال

يْ 
َ
انَ عَل

َ
َ ك رْحَامَۗ  اِنَّ اللّٰه

َ
ا
ْ
وْنَ بِهٖ وَال

ُ
ذِيْ تَسَاۤءَل

َّ
َ ال نِسَاۤءًۚ  وَاتَّقُوا اللّٰه ثِيْرًا وَّ

َ
مْ رَقِيْبًاك

ُ
  ك

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 

kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan Istrinya; dan dari pada 

keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu 
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saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.61 

Amina Wadud memerhatikan persoalan waris dalam Islam. Persoalan waris di-

anggap menjadi agenda persoalan yang memerlukan telaah ulang untuk mencari for-

mat keadilan yang terbatas oleh dimensi ruang dan waktu.62 Sesuatu yang pada masa 

lalu dianggap sebagai sebuah kebenaran dan  memenuhi rasa keadilan belum tentu 

sesuatu tersebut sebagai kebenaran dan rasa keadilan untuk masa sekarang. Inilah 

yang sering disebut dengan pergeseran tata nilai karena memang sesuatu yang ada di 

dunia ini adalah relatif kecuali eksistensi Tuhan semata.  

Pendapat Amina Wadud mengenai kebebasan pembagian dari harta waris dilihat 

secara sekilas merupakan pendapat yang tidak lazim dan agak membingungkan. Apa 

maksud pendapat Amina Wadud dengan memberikan kebebasan untuk membagi 

harta warisan? Untuk memahami pendapat tersebut, konsep Amina Wadud tentang 

pembagian waris harus dipahami secara utuh dan komprehensif.  

Menurutnya, ketentuan pembagian waris sebagaimana QS. al-Nisā’ [4]: 11-1263 

merupakan salah satu ragam atau variasi pembagian yang proporsional antara laki-

laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat ketika komposisi ahli waris hanya seorang 

anak perempuan, maka bagiannya adalah setengah harta peninggalan. Jika 

kemudian ada ahli waris lain, seperti adanya orang tua, saudara sekandung, kerabat 

jauh, maupun anak cucu diatur dalam berbagai yang berbeda-beda dan menunjuk-

kan bahwa kemudian bagian wanita adalah setengah dari bagian laki-laki bukanlah 

satu-satunya model pembagian harta waris, melainkan salah satu dari beberapa 

penetapan proporsional yang dapat dimungkinkan. Sehingga ketentuan 1:2 antara 

laki-laki dan perempuan bukan merupakan suatu ketentuan yang mutlak.64  

Amina menekankan bahwa ada 2 hal penting yang harus diperhatikan dalam 

pembagian waris, yaitu:  

1) In no way are females, including distant ones, to be disinherited. This is especially 

true for the pre-Islamic customs still prevailing today, which give the inheritance 

of even female off spring to same relative, no matter how distant. [Tidak ada 

cara yang perempuan, termasuk yang jarak jauh, akan mendapat warisan. 

Hal ini terutama berlaku untuk kebiasaan pra-Islam masih berlaku saat ini, 

yang memberikan warisan off musim semi bahkan wanita untuk sama relatif, 

tidak peduli seberapa jauh].  

2) All distribution of inheritance between the remaining relatives must be equita-

ble. According to these verses, such “equity” in distribution of inheritance must 

take the actual nafa’ (benefit) of the bereft in to consideration [Semua pemba-

gian warisan antara keluarga yang tersisa harus adil. Menurut ayat-ayat ini, 

seperti “ekuitas” di pembagian warisan harus mengambil nafa’ (manfaat) ke-

hilangan dalam pertimbangan].65 
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Dua hal di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya ahli waris dari kelompok per-

empuan mempunyai peluang dan hak yang sama dengan kelompok ahli waris laki-

laki untuk mendapatkan harta pusaka, tentu dengan proporsi yang telah ditentukan. 

Pembagian itu harus berdasarkan manfaat kepada penerimanya. Pesan yang akan 

disampaikan Amina adalah ketentuan sebagaimana QS. al-Nisā’ [4]: 11-12 bukan-

lah ketentuan pembagian waris yang baku (dogmatis), namun dalam pembagiannya 

perlu melakukan analisa  terlebih dahulu untuk menentukan kelompok-kelompok 

ahli waris berdasarkan manfaat bagi penerimanya, khususnya bagi kelompok per-

empuan. Mengenai pendapat Amina tentang kebebasan pembagian sepertiga harta 

waris, ia mengatakan:  

One-third of the wealth can be bequeathed, with no restriction upon whom the ben-

eficiary is and without decreasing the division of the remaining wealth. In fact, the 

proposal is quite flexible provide, of course, equity is met.66 [Sepertiga dari kekayaan 

bisa diwariskan, tanpa pembatasan kepada siapa penerima itu dan tanpa mengu-

rangi pembagian kekayaan yang tersisa. Bahkan, usulan ini cukup fleksibel menye-

diakan, tentu saja, ekuitas bertemu]. 

Pendapat ini dapat dipahami bahwa nominal sepertiga jumlah harta boleh diwar-

iskan, tanpa ada pembatasan kepada ahli waris tertentu serta tidak mengurangi pem-

bagian sisanya (dua pertiga). Maksud dari pernyataan ini dalam teknis pembagi-

annya adalah bahwa semua harta yang ada diambil 2/3 terlebih dahulu untuk 

dibagikan secara proporsional sesuai dengan konsep ashābul furūḍ. Baru kemudian 

1/3 sisanya bebas dibagikan tanpa memandang kelompok ahli waris tertentu. Atau 

dengan sebaliknya, yaitu dari harta waris diambil 1/3 terlebih dahulu, baru 

kemudian 2/3 yang lain dibagikan sesuai ketentuan yang ada. Cara yang kedua ini 

hampir sama dengan  wasiat wājibah.67 

Konsep tersebut bisa membantu pembagian waris dalam kasus pergantian ahli 

waris pengganti, misalnya hal ini dirasa penting terutama apabila dalam ahli waris 

pengganti tersebut banyak kelompok perempuan. Kenyataannya dalam kewarisan 

tafsiran klasik, jumhur berpendapat jika di antara anak-anaknya itu ada yang mati 

terlebih dahulu dari pada pewaris, maka ia tidak mendapatkan warisan karena sudah 

mati, namun anak-anak dari seorang anak yang telah meninggal terlebih dahulu 

(cucu-cucu pewaris) juga tidak berhak mendapat warisan karena mahjub oleh pa-

mannya (anak-anak pewaris lainnya). Padahal sebenarnya mereka layak untuk 

mendapatkannya. 68 

Konteks pendapat Amina Wadud mengenai kebebasan pembagian harta waris 

adalah dalam frame keadilan dan persamaan hak bagi kelompok perempuan untuk 

menerima harta pusaka. Kemungkinan ketentuan ini merupakan bentuk penghar-

gaan kepada kelompok ahli waris perempuan.  
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Hukum waris menurut Amina sebenarnya sangat fleksibel dalam pelaksanaannya, 

asalkan memenuhi rasa keadilan. Hasil sebuah penafsiran ayat-ayat al-Qur’an ter-

gantung kepada persepsi, pandangan dunia (weltanschaung), pengalaman dan latar 

belakang sosio-kultural si penafsir. Dengan demikian, penafsiran “murni” terhadap 

kitab suci tidaklah mungkin terjadi. Penafsiran itu selalu dipengaruhi oleh situasi-

situasi sosiologis.  

Tidak mengherankan jika satu ayat dapat melahirkan beragam interpretasi. Selain 

itu, makna ayat-ayat al-Qur’an itu terbentang dalam ruang dan waktu. Tidak 

mengherankan jika penafsiran orang terdahulu dapat berbeda dengan penafsiran 

orang sekarang. Hal ini disebabkan karena al-Qur’an itu seringkali memakai bahasa 

simbolik atau metaforis yang punya makna ambigu. Ambiguitas ini dimaksudkan 

untuk membuka peluang fleksibilitas dalam melakukan perubahan yang kreatif dan 

konstruktif.  

Untuk memahami suatu pendapat seseorang, tidak dapat dilepaskan dari latar 

belakang konsep pemikirannya secara keseluruhan.69 Pendapat Amina Wadud ten-

tang kebebasan pembagian sepertiga harta tidak dapat dilepaskan paradigma ber-

pikirnya yang khas sebagai feminis muslim. Konsep dan gagasan ide yang ia kemuka-

kan dalam serangkaian metode pemahaman atas ayat-ayat al-Qur’an diakui meru-

pakan “Jihad Gender” dirinya sebagai seorang perempuan muslim dalam konteks 

global. Bila ditelisik asal usulnya, corak khas pemikiran feminis merupakan hasil dari 

proses kegelisahan intelektual tentang ketidakadilan gender dalam masyarakat.  

Demikian pula seorang Amina Wadud, menurutnya di dunia muslim saat ini 

salah satu penyebab terjadinya ketidakadilan dalam gender dalam kehidupan sosial 

adalah karena pengaruh ideologi-doktrin penafsiran al-Qur’an yang bias patriarki. 

Karya-karya tafsir (tradisional) menurutnya hanya ditulis oleh laki-laki, maka jelas 

corak tafsirnya terkesan banyak meninggalkan kepentingan wanita.70 

Model penafsiran tradisional yang ada sekarang ini dianggapnya sangat atomistis 

dan parsial. Artinya penafsiran yang dilakukan ayat per-ayat dan tidak tematik, se-

hingga pembahasannya terkesan sepotong-sepotong (parsial), tidak menampilkan 

pemahaman yang utuh mengenai suatu persoalan. Dengan kata lain, penafsiran ter-

sebut tidak ada upaya mendiskusikan tema-tema tertentu menurut al-Qur’an itu 

sendiri.71 Kemudian ia menggagas sebuah alternatif penafsiran yang diyakininya 

lebih memihak kesetaraan gender. Ia menyebutnya dengan metode tafsir “Herme-

neutika Tauhid”.72 Metode hermeneutika73 ini menekankan bahwa al-Qur’an 

mempunyai satu-kesatuan makna dari seluruh bagian-bagian ayatnya. Di sana ter-

dapat adanya dinamika antara aspek universalitas dan partikular dari al-Qur’an.  

Untuk memahami pendapat Amina Wadud tentang kebebasan pembagian harta 

waris, yang harus dipahami adalah konteks dan metode pemahaman yang sesuai 

dengan kondisi tersebut. Pendapat tersebut mengajak kepada pembaca untuk 
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memahami bahwa ketentuan waris dalam al-Qur’an berdasarkan semangat ideal 

moral dari makna ayat tersebut, yaitu nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Teru-

tama kepada kelompok ahli waris perempuan. Semangat keadilan dan kemanfaatan 

inilah yang qaṭ’i,74 sedangkan teknis operasionalnya dapat dipandang masih  ẓanny.75  

Pesan yang dapat ditangkap dari pendapat Amina tersebut adalah bahwa prisip 

dasar pembagian waris adalah berdasarkan asas manfaat dan keadilan. Oleh karena 

itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ayat-ayat tentang teknis pembagian waris 

merupakan ayat yang bersifat sosiologis dan hanya merupakan salah satu alternatif 

saja. Bukan satu-satunya  kebenaran dan bukan pula harus ditaati secara kaku. Apa 

yang diinginkan Amina Wadud adalah bagaimana menangkap spirit dari al-Qur’an 

dan ide-ide al-Qur’an secara utuh, holistik dan integratif.  

Dengan mengakap spirit al-Qur’an, sebuah penafsiran tidak terjebak kepada 

pernyataan yang teks-teks yang bersifat legal formal, tetapi lebih ditekankan 

bagaimana menangkap keseluruhan ide dan spirit (ruh) yang ada di balik sebuah 

ayat. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penafsiran al-Qur’an adalah 

bagaimana memaknai teks al-Qur’an yang terbatas pada konteks yang tak terbatas, 

mengingat konteks selalu mengalami keragaman. Memahami al-Qur’an dengan cara 

yang seperti inilah, yang akan membuat al-Qur’an akan tetap “hidup” meskipun 

dalam situasi yang berbeda-beda.76  

Mungkin saja, adanya kekhawatiran bahwa pemahaman yang seperti ini akan 

memunculkan kemungkinan relativisme terhadap al-Qur’an. Relativisme dalam 

penafsiran memang senantiasa terjadi. Namun di dalam al-Qur’an sendiri terdapat 

kesinambungan dan ketetapan dalam teksnya yang bisa digunakan sebagai pedoman 

meskipun terdapat penafsiran yang beragam. Agar al-Qur’an menjadi katalis yang 

bisa berpengaruh pada tingkah laku masyarakat, setiap konteks sosial harus me-

mahami prinsip dasar ayat yang tidak dapat berubah untuk kemudian diterapkan ke 

dalam refleksi masing-masing menurut keunikannya sendiri. Dalam kaitan inilah 

Amina Wadud menegaskan bahwa ayat-ayat dan prinsip-prinsip al-Qur’an tidaklah 

berubah, karena yang berubah adalah kapasitas pemahaman dan refleksi terhadap 

ayat-ayat tersebut dalam sebuah masyarakat.77  

Dalam tradisi hermeneutik, sebuah teks menawarkan berbagai kemungkinan un-

tuk ditafsirkan berdasarkan sudut pandang serta teori yang hendak dipilihnya. Na-

mun begitu tidak berarti hermeneutika mendukung paham relativisme-nihilisme, 

melainkan justru hendak mencari pemahaman yang benar atas sebuah teks yang 

hadir pada saat kita sebagai “tamu asing”.  

Memahami teks sama halnya dengan melakukan “interogasi” terhadap orang as-

ing yang sama sekali tidak kita kenal. Tujuannya adalah untuk melakukan rekon-

struksi makna seobyektif mungkin sebagaimana dalam metodologi ilmu pada 
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umumnya, hermeneutika berusaha menemukan gambaran dari sebuah bangunan 

makna yang benar yang terjadi dalam sejarah yang dihadirkan pada kita oleh sebuah 

teks.78  

Konsep Hermeneutik Amina Wadud merupakan sebuah upaya menafsirkan ayat 

al-Qur’an (4:11-12) tentang kewarisan secara tepat dan sesuai dengan konteks 

sekarang. Namun harus diakui bahwa pada sisi yang lain bagi sebuah metode pasti 

memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Metode dalam memahami QS. al-

Nisā’ [4]: 11-12, Amina hanya menekankan konteks ayat dengan dinamika perjal-

anan tafsir yang melingkupinya tetapi tidak memakai sumber-sumber hukum lain 

seperti hadis sebagai argumen pendukung. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan 

yang ada, metode Hermeneutik Tauhid yang dipakai Amina Wadud merupakan 

langkah yang cukup revolusioner dalam khazanah penafsiran al-Qur’an. Terutama 

menyangkut ayat-ayat al-Qur’an yang dipandang bias gender yang tidak memihak 

kaum perempuan. Paling tidak memberikan sumbangan pemikiran bagi pencerahan 

dunia tafsir yang selama ini masih didominasi oleh tafsir khas patriarki. Sekali lagi 

bahwa ayat-ayat tentang teknis pembagian waris merupakan ayat yang bersifat so-

siologis dan hanya merupakan salah satu alternatif saja. Bukan satu-satunya, bukan 

pula harus ditaati secara kaku.79  

Sebagai konsekuensinya, ayat-ayat tersebut harus dipahami semangat  (ruh) atau 

ideal moral, yakni semangat yang ada di balik teks yang legal formal. Karena hukum 

waris dalam al-Qur’an menurut Amina Wadud sangat fleksibel dalam pelaksa-

naannya, asalkan memenuhi rasa keadilan bagi dan manfaat bagi pewaris, harta war-

isan dan bagi ahli warisnya.  

Ibnu Kathīr sebagai mufasir klasik setelah melihat ayat tersebut, ia menulis argu-

men sebagai berikut: Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil pada 

mereka, karena orang-orang jahiliyah dahulu menjadikan seluruh warisan hanya un-

tuk kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan tidak mendapatkan sama sekali, 

lalu Allah memerintahkan untuk menyamakan di antara mereka dalam masalah asal 

waris, walaupun kedua belah pihak berbeda jumlah penerimaannya, seperti laki-laki 

mendapat dua bagian perempuan, hal ini disebabkan laki-laki diberi beban memberi 

nafkah. 

Amina Wadud menawarkan suatu metode pemahaman/penafsiran al-Qur’an 

secara kontekstual, yakni memperlakukan al-Qur’an secara utuh kemudian me-

mahaminya dengan mempergunakan teori hermeneutik. Memang, secara tekstual 

bagian perempuan adalah separuh dari bagian laki-laki. Tetapi perlu diingat bahwa 

pada waktu itu, yakni sebelum turunnya ayat diturunkan, perempuan di Arab tidak 

pernah diperhitungkan sebagai pewaris. Jika kemudian al-Qur’an memberi bagian 

(biarpun hanya ½), itu berarti sudah merupakan prestasi. Pada saat itu rumusan 

lebih tepat, sebab jika tiba-tiba dari yang semula tidak diperhitungkan kemudian 
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diberi bagian yang sama dengan lelaki, hanya akan menimbulkan frustrasi di ka-

langan lelaki, dan hal ini berbahaya bagi Islam. Apalagi perempuan Arab pada 

umumnya tidak memiliki tanggung jawab sebagaimana perempuan Indonesia masa 

kini. 

Dalam hal metodologi penafsiran, Ibn Kathīr menggunakan manhaj tafsir taḥlili. 

Tafsir taḥlili adalah suatu metode penafsiran al-Qur’an yang menganalisis secara 

kronologis dan memaparkan berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat al-

Qur’an, sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat di dalam mushaf ‘uthmāni. 

Metode ini lazim juga disebut dengan metode tajzi’i, karena pembahasannya ber-

dasarkan bagian-bagian tertentu dari al-Qur’an. Sebagai metode yang digunakan 

oleh jumhur ulama, maka metode ini dominan sekali pengaruhnya di dalam 

masyarakat.  Salah satu ciri metode ini adalah menjadikan teks sebagai fokus per-

hatian. Dalam menganalisis sebuah kasus, perhatian utama langsung tertuju kepada 

apa bunyi  teks terhadap kasus tersebut, bukan apa dan bagaimana kasus-kasus itu 

hingga terjadi. 

Dalam menafsirkan al-Qur’an, Amina Wadud menggunakan hermeneutik 

dengan tujuan menafsirkan kembali teks-teks al-Qur’an yang berkaitan dengan 

wanita yang selama ini sering ditafsirkan dengan nada misoginis (yang menunjukkan 

kebencian kepada perempuan/merendahkan perempuan). Mereka melakukan pene-

lusuran terhadap teks-teks al-Qur’an dan hadis yang bias gender dengan melihat as-

bāb nuzūl (sebab turunnya ayat) dan asbab al-wurud (sebab hadis dikeluarkan). 

Dalam hal pembagian warisan, Ibn Kathīr menafsirkan ayat tersebut dengan 

tekstual karena memang sangat sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. 

Amina Wadud yang hidup di zaman, kondisi, dan cara pandang yang berbeda, 

menafsirkannya ayat itu dengan kontekstual. Memperlakukan al-Qur’an secara utuh 

kemudian memahaminya dengan mempergunakan teori hermeneutik. 

Metode yang digunakan dalam penafsiran Ibn Kathīr dan Amina Wadud me-

mang berbeda, tetapi tujuannya adalah mendahulukan asas manfaat dan keadilan. 

Harta warisan satu berbanding dua (1:2) sebagaimana disyariatkan oleh Islam seperti 

ditegaskan dalam QS. al-Nisā’ [4]: 11, tidak didasarkan status seseorang melainkan 

atas tugas dan tanggung jawab. Dalam hal ini, sebagian besar kaum laki-laki 

mendapat beban jauh lebih berat daripada yang dipikulkan di atas pundak per-

empuan.  

Penafsiran Ibn Kathīr dan Amina Wadud tentang hak waris menyetujui apa yang 

ditawarkan oleh al-Qur’an bahwa perempuan mendapat separuh bagian dari laki-

laki dan pembagian warisan 2/3 untuk anak perempuan. Akan tetapi, sisa dari 1/3 

harta warisan itu menurut Amina Wadud boleh diberikan kepada siapa saja. Tidak 

harus diberi aturan siapa yang menerima harta warisan tersebut. Pembagiannya 
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harus memenuhi asas manfaat dan keadilan karena ayat-ayat tentang teknis pemba-

gian waris merupakan ayat yang bersifat sosiologis dan hanya merupakan salah satu 

alternatif saja. Bukan satu-satunya, bukan pula harus ditaati secara kaku. 

Menurut Ibn Kathīr kaum laki-laki membutuhkan pemenuhan tanggung jawab 

nafkah, kebutuhan, serta beban perdagangan, usaha dan risiko tanggung jawab, 

maka sangat sesuai jika kaum maskulin diberikan dua kali lipat daripada yang diberi-

kan kepada wanita. Sedangkan menurut Amina Wadud pembagian hak waris ke-

tentuan pembagian waris dalam al-Qur’an merupakan salah satu ragam atau variasi 

pembagian yang proporsional antara laki-laki dan perempuan. Adapun sisa warisan 

dari 1/3 harta dalam wasiat wajibah boleh diberikan kepada siapa saja. 

Penafsiran Ibn Kathīr dan Amina Wadud tentang hak waris menyetujui apa yang 

ditawarkan oleh al-Qur’an bahwa perempuan mendapat separuh bagian dari laki-

laki dan pembagian warisan 2/3 untuk anak perempuan. Akan tetapi, sisa dari 1/3 

harta warisan itu menurut Amina Wadud boleh diberikan kepada siapa saja. 

Kesimpulan 

Dari artikel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendekatan 

dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur’an tentang pembagian waris antara Ibn Kathīr 

dan Amina Wadud. Ibn Kathīr menggunakan pendekatan tekstual dan taḥlīlī, yang 

menekankan pada penerapan hukum waris sesuai dengan situasi dan kondisi pada 

saat itu. Sementara itu, Amina Wadud menggunakan pendekatan hermeneutik tau-

hid yang lebih kontekstual, menggambarkan teks al-Qur’an dengan pemahaman 

yang holistik dan integratif.  

Kedua penafsiran tersebut menyetujui bahwa ayat-ayat al-Qur’an memang 

mengatur pembagian waris, di mana perempuan mendapatkan separuh bagian dari 

laki-laki dan 2/3 bagi anak perempuan. Namun, Amina Wadud menekankan fleksi-

bilitas dalam pelaksanaan pembagian warisan, dengan mempertimbangkan prinsip-

prinsip keadilan dan manfaat bagi pewaris dan ahli warisnya. Amina Wadud juga 

mengemukakan gagasan bahwa sisa dari 1/3 harta warisan dapat diberikan kepada 

siapa saja, bukan hanya kepada kelompok ahli waris tertentu.  

Meskipun terdapat perbedaan dalam metode penafsiran, baik Ibn Kathīr maupun 

Amina Wadud memandang bahwa keadilan gender merupakan prinsip yang penting 

dalam pembagian waris. Keduanya juga mengakui perlunya mengkaji ayat-ayat al-

Qur’an secara holistik dan memperhatikan konteks sosial yang berubah seiring 

waktu. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran al-Qur’an tidak bersifat mutlak dan 

harus selalu dilihat dalam konteks yang lebih luas, untuk memastikan bahwa prinsip 

keadilan dan kemanfaatan terpenuhi. 
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